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ABSTRACT

Efyvironment 15 an cssental pat i buman contnuous life. The government has issued Lwa
regulapons related to i, Both LU Mo, 231997 m Living Envirenment Management and UL
~o. 5:1984 on Industry. The porblem comes up when the idusiry has got the lHeence. It
aften pollutes the eovirorunenr. The solution is to pur the licence as a control gither as a
prevention or recovery, [f the pellution has accured, wu could seule down the problem
theugh three instraments such as criminal law, adminsttatrve law. and civil law,
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1. PENDAHULUAN

Salah satu unsur dalam pengendalian pencemaran lingkungan adalah
sistem perizinan yang menctapkan baku muti  lingkungan schagai
persyaratan  bagi  kegiatan  yang diperkirakan dapat menimbulkan
pencemaran. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau Kadar
makluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada/atau unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya dalam suatd sumber daya tertentu sebagai
unsur lingkungan hidup (Pasal | butir 11 17U No. 23 Tahun 1997 rentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup). Di samping itu pcrin pula diperhatikan
penegakan hukumnya yang berpokok pada. antara lain, Lindang-undang No.
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang
No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Upaya penegakan hukum lingkungan juga makin diperkuat dengan
keikutsertaan jajaran penegak hukum, baik kepolsian, kejaksaan,
departemen kehakiman, maupun  aparatur negara lainnya. Undang-undang
No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagal penganti
UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup merupakan peraturan
perundang-undangan mengenai lingkungan hidup di Indonesia, dan undang-
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undang i berfungsi sebagai “wmbreflu act” atau undang-undang payung
dari undang-undang lainnya.

Mengingat banyaknya jenis dan kompleksnya sislem perizinan di
Indonesia, maka dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
tidak ditambah jenis izin barm:. Meskipun demikian, upaya perlindungan
lingkungan dapat diintergrasikan pada setiap proses pemberian izin yang
berkaitan dengan lingkungan.

Persoalan penizinan dalam hal linkungan hidup merupakan hal
penting, mengigat dampak yang ditimbulkannya sangat membahayakan
mahluk hidup dan lingkungaannya, Hal ini mengingat lingkungan
mcrupakan unsur penopang bagi kelangsungan hidup manusia, dan mahluk
hidup lainmya. Karena itu pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat
dilakukan apabila diizinkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini
pemerintah.

Dasar hukum perizinan lingkungan tercantum dalam Pasal 18 U
MNo. 23 Tahun 1997. Pasal ini menyebutkan:

. Setiap usaha dan‘atau kepiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup  wajib memilkki  analisis mengenar  dampak
lingkungan hidup untuk memperoleh 2in melakukan usaha dan-atau kegiatan.

2. lzin melakukan usaha danvatau kegiatan sebagaumana dimaksud pada avaul)
diberikan pejabat yang berwenang sesuzi dengan peraturan perundangan-
undangan yanyg berlaku.

1. Dalam izin sebagaimana dimaksnd pada avat (1) dicantumkan persyaratan dan
kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Dari ketentuan di atas, tampak bahwa perizinan merupakan hal yang wajib
dan mempunyai fungsi yang salah satunya adalah melestarikan fungsi
lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 14 Ayat
{I) UU No. 23 Tahun 1997 yang menyebutkan *Untuk menjamin pelestraian
lingkungan hidup, setiap usaha danfatau kegiatan dilarang melanggar haku
mutu dan kreteria baku kerusakan lingkungan hidup™. Dibalik ketentuan ini
terdapat unsur kewajiban yang dibebankan kepada penpusahan atau palaku
pengelola hingkungan hidup, yakni menjaga baku mutu dan tidak merusak
lingkungan hidup.

Pencantuman kewajiban sebagaitmana diuratkan di atas diwujudkan
dengan peorsyaratan-persyaratan perizinan yang wajib dipatuli oleh calon
pemegang 1zin untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap
lingkungan.
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1I. PERMASATL AHAN

Pengendalian pencemaran lingkungan merupakan kewapiban menurut
undang-undang, vang mengikat selurub masyarakat, termasuk di dalamnya
pengusaha dan aparat penegak hukum. Dalam kenyataan masith banyak
terjadia pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri. Padahal sebelum
indurtri ini beroperasi, terlebih dahulu hamus mendapatkan 1zin dan
pemerintah. Permasalahannya adalah, bagaimana cara agar perizinan dapat
menjadi alat pengendali pencemaran? Bagaimana upaya pengendaliannya
apabila izin telab dibenkan temyata menimbulkan pencemaran lingkungan?
Inilah permasalahan yang coba diketengahkan penulis pada kesempatan int.

IIl. ART1 DAN FUNGSI PERIZINAN

Administrator negara atau pemennlah adalah penyelenggara negara.
D1 Indonesia, adminisirator negara dr mulai dan presiden sampai dengan
pejabat pemenintah terendah, yakm pejabat rukum tetanggal. Menurut Pasal
4 Ayat (1) Undang-undang Dasar {(disngkat UUD) 1945, Presiden memegang
keknasaan pemerintahan negara menurut  Undang-undang Dasar.
Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum UUD 1945 juga dikatakan bahwa
Presiden adalah penyeclenggara pemerintzhan tertinggi di bawah majelis.
Selain itu dalam penjelasan umum juga dikatakan the concemtration
execitive power upon the precident. Karena itulah, presiden adalah
pemegang dan pelaksana atas tanggung jawab pemerintahan negara.

Salah satu aktivitas administrasi negara adalah membuat atau
menciptakan keputusan yang bersifat individual-konkirt. Sifat individual dan
keputusan tersebut adalah sasaran yang dikenakan atau terikat pada
keputusan itu adalah orang atau badan tertentu. Kemudian, yang dimaksud
sifat konret dari keputusan itu adalah hal yang diatur dalam keputusan itu
hanya berlaku sekali selesai atas satu peristiwa saja. Bagi pejabat
admenistras negara, keputusan i merupakan ujung tombak dan instrumen
hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah saru jenis dan
keputusan tersebut adalah keputusan yang memberi atau menolak perizinan.

Menurut E. Utrecht, “izin” dapal dibenkan bilamana pembuat
peraturan  tidak umumnya melarang suain  perbuatan, tetapi masih
memperkenankannya sepanjang diadakan dan ditentukan untuk masing-
masing hal konkreto. Keputusan tata usaha negara yang memperkenankan
perbuatan tersebui bersifat suvatu izin (verguning} (E.Utercht, 1564: 28},
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Perbuatan itu sebenamya tidak terlarang tapi juga tidak bebas uniuk
dilakukan. Artinya adalah perbuatan itu hanya boleh dilakukan apabila
mendzpat keputusan tentang kebolehan lersebut, denpan pembatasan-
pembatasan  tertentu. Dengan demikian, izin merupakan kebolehan
berdasarkan persyaratan tertentu yang telah dipenuhi.

S¢iak Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lama maupun
baru} berlaku, instansi vang berwenang memberikan izin yang berkaitan
dengan Ilingkungan hidup dibarapkan senantiasa  sclektif dengan
trencantumkan pertimbangan lingkungan sebagai salah satu persyaratan
perizinan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemeriniah No. 51
Tahun 1993 tenlang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, persyaratan
perizinan niscaya diserasikan dengan rencana pengelelaan lingkungan (RPI)
¥ang merupakan pedoman bagi setiap pengusaha.

Hal tersebut di atas apabila penulis kaitkan pula dengan Undang-
undang No. 5 Tahun 984 tentang Perindustrian Pasal 21 Ayat (1} yang
menetapkan “Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan
dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan tmbulnya kerusakan dan
pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang
dilaksanakan™. Ketentuan tersebut menunjukan  bahwa persyaratan-
persyaratan kualitas lingkungan wajib dituangkan dalam izin usaha induste
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,

Fungsi wtama perizinan adalah mencegah terjadinya pencemaran atau
kerusakan lingkungan. Pengertian pencemaran dapat dilihat pada Pasal !
butir ke 12 U'U No. 23 Tahun 1997 vang menyatakan “‘Pencernaran
hngkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi, dan‘atau komponen lain ke dalam ingkungan dan berubahnya
tatanan hingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, schingga
kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan
lingkungan menjadi kurang atan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan
peruntukannya”,

Selanjutnya pengertian tentany perusakan lingkungan dapat dilihat
pada Pasal | butir 14 UU No. 23 Tahun 1997 yang berbunyi “perusakan
lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau
tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, vang
mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam
menunjang pembangunan yang berkesinambungan”,

Dari kelentuan di atas, jelas bahwa perizinan merupakan antisipasi
yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan agar pelaksanaan pengelolaan
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lingkiungan hidup tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan
iingkungan. Dengan perkataan lain, perizinan berfongsi menjaga kelestanan
fungs! lingkungan hidup.

[V. USAHA PENGENDALIAN

Menyimak berbagai aturan yang sudah ada i Indonesia, dapat
dikatakan bahwa usaha pengendalian pencemaran cleh limbah industri sudah
diupayakan sejak lama. Sejak zaman Hindia Belanda, pengendalian inipun
sudah ada, misalnya dengan adanya Ordonansi Gangguan (Hinder
Ordonantie disingkat H.0.) No. 226 Tahun 1926. Demikian pula setelah
dikelurakannya Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
{UU No. 4 Tahun 1982 yang telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997}
dan ULJ No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang kemudian disusul
dengan keluamya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air, pengendalian pencemaran tingkungan akibat
limbah industri telah diupayakan.

Sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 11 H.O., pejabat yang memberikan
izin dapat mengadakan syarat-syaral baru apabila menurut pendapatnya hal
itt diperlukan dan tidak memberatkan, membahayakan, atan merugikan
terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Persyarakat bami imi pada pnnsipnya
hanya bersifat penyesuaian denpan lingkup lingkungan yang bersangkutan,
sehingga kelestarian funpgsi lingkungan di lingkungan tersebut dapat
dipertahankan dengan baik.

Di Jawa Tengah telah pula dikeluarkan Keputusan Gubemnur/Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 660.1/26/1990 tentang Buku Mutu
Limbah Cair dan Keputusan Gubemur/Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 660.1/27/1990 temtang Penggolongan Limbah Cair. Dalam
keputusan tersebut disebutkan bahwa pembuangan limbah cair ke dalam air
dilakukan dengan izin yang diberikan oleh Gubermnur/KDH Tingkat [. Izin
vang dimaksud dicantumkan dalam izin Ordonansi Gangguan (Hinder
Ordonantie),

Izin pembuangan limbah cair yang ditentukan dalam izin Hinder
Ordonantie tersebut di atas harus menyebutkan:

1. jenis produksi, volume produksi, dan kebutuhan air untuk produksi;

2. kualitas dan kuantitas limbar cair dan‘atau bahan lain yang duzinkan
untuk dibuang ke dalam air serta frekuansi pembuangannya;

3. tata letak saluran pembuangan air limbah,
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4. sumber dari air yang digunakan dalam proses produksi atau untuk
menyelenggarakan kegiatannya, serta jumlah dan kualitas atr tersebut;

5. larangan untuk melakukan pencemaran limbah cair,

6. sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurar, vang dimaksud
dengan keadaan darural di sini adalah keadaan di mana terjadi kesalahan
dalam proses operasi sehingga menimbulkan beban PENCEmaran yany
jauﬁ lebih besar dari keadaan nermal.

Ifal-hal di atas mocrupakan contoh nyata adanyva kewenangan pejabat

menentukan syaral baru dalam pemberian izin, demi kelestanan fungsi

lingkungan hidup

Pengendalian pencemaran air dalam tahap i masih didasarkan pada
perlindungan aspck keschatan. Hal ini seperti diatur datam UL No. 1] Tahun
1962 tentang Aygiene Usaha-usaha Umum, vang menvatakan bahwa maksud
dan tyuan undang-undang ini untuk melindungi/mempertingsi kesehatan
masyarakal yang mempergenakan tempat atau benda hasil-hasil usaha
Kemudian Undang-undang Nomeor 2 Tahun 1966 tentang Higiene
(pengganti UU No. 11 Tahun 1962), yang mengatur segala usaha untuk
melindungi dan mempertinggi  kesehatan umum maupun  perorangan.
mempertinggi kesejahteraan, atau menyelenggarakan keschatan lingkungan,

Sistem perizinan dalam arti di atas, dalam rangka memberikan
pertimbangan lingkungan schagai persyaratan, masih memiliki beberapa
kelemahan. Beberapa kelemahan ini terletak pada:

1. Unit pelaksana Ordonansi Gangguan di Tingkat 1l terintergrasi dengan
kegiatan ckonomi yang fungsi ulamanya  untwk  meningkatkan
pendapatan daerah;

2. Umumnya unit pelaksana Ordonansi Gangguan tidak dilengkapi dengan
ahli yang memungkinkan pertimbangan/tugas dilakukan secara baik,
{S1lalahi, 1992 40).

Kedua kelemahan ity akan terus menjadi faktor yang menimbulkan

gangguan (kerusakan) lingkungan, karena proses pengkajian izin dipengaruhi

oleh  kepentingan  kewangan daerah  dan  Kelidakmampuan  instansi
mempertimbangkan akibat lingkungan yang akan timbul.

Apabila melihat perizinan, barn dapat diberikan setelah terpenuhinva
persyaratan, dapal dikatakan bahwa perizinan itu lebih dititikberatkan pada
tindakan yany bersifat preventip. Karena itu keahlian pejabal vang
berwenang dalam menganalisis kemungkinan dampak lingkungan atas izin
yang diberikan merupakan suatu keharusan.

Fad
-1
_n



ERA FFURKUM NG 3/ TH. 7 r JANUART 20

Pada 5 Juni 199¢ pemernintah mengeluarkan Keppres Moo 23 Tahun
1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (disingkat Bapedal).
Menurut Pasal 2 Keppres tersebut Bapedal mempunyat (ugas pokok
membantu presiden dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan
hidup yang meliputi upaya pencegahan Kerusakan. penanggulangan dampak,
serta,pemulihan Kualitas lingkungan sesual dengap peraturan perudangan
vang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 2 di atas, Bapedal menyelenggarakan fungsi. antara lun membantu
presiden dalam merumuskan  kebijakan  mengenar  peluksanaan  upaya
pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Salah satu bagian dari organisasi Rapedal adalah Depun Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Menurut Pasal 7 Keppres No. 23
Tahun 1990 Deputi ini mempunyat tugas di bidang pcncegahan dan
penangeulangan pencemaran lingkungan hidup, pencgakan, dan penerapan
haku mutu lingkungan, pemulihan lingkungan hidup. serta pengolahan
limbah bahan berbahaya dan berracun.

Selanjutnya, menurut  Pasal & Depud  Bidang  Pengendalian
Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

a. metaksanakan pengendalian pencemaran air. lanah. udara. lawt, dan
kebisingan serta pengolahan himbah berbahaya dan beracun;

b. menvusun dan menclapkan baku mutu limbah unluk sctiap jenis kegatan
dan rencana pengendalian dampak kegiatan skala keail:

¢. menvusun dan menetapkan persyaratan pembuangan himbah. termasuk
persyaratan bagi kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan
beracun;

d. melaksanakan pengawasan pembuangan hmbah

Dengan fungsi ini, maka Bapedal dapat berperan dalam menentukan apakah

izin dapal dikcluarkan atau tidak. Peran ini diiunjukan dengan memetapkan

persyaratan pembuangan limbah bagi perusshaan yang menghasitkan limbah

berbahaya dan beracun, yang memohon izin usaha.

V. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM UPAYA PENGENDALIAN

Mengingat perkembangan tehnologi sedemikian pesat, walaupun
telah ada peraturan ataupun undang-undang yang mendukung pelaksanaan
pengendalian pencemaran, namun dalam praktik, pengendahian pencemaran
itu tampak masih jauh dari memuaskan. Salah sau kelemahannya adalah
sistem pengawasan vang tidak berulan. Schagar contoh, pengawasan
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terhadap pelaksanan Ordonansi Gangguan kurang melibatkan masyarakat
secara keseluruhan. Demikian pula dalam proses pengambilan keputlsan
pemberian izin, pejabat yang berwenang hanya mendasarkan pada hasil
pengawasan atau keterlibatan masyarakat sccara individual dan bersifat
subyeknf di sekitar kegiatan yang direncanakan. Akibatnya kemungkinan
kegiatan yang dimintakan izinnya menimbulkan kerugian pada perorangan
atan penduduk sekitarmya tidak dapat diketahui secara dini

Karena kurangnya keterlibatan masyarakat itulah maka masih hanyak
terjadi pencemaran lingkungan. Kenyataan ini seperti ditunjukan oleh hasil
penelitian Tim  Prokasih (Program Kali Bersih) Jawa Barat, vang
menyebutkan 123 industri di Tangerang telah mencemari Sungai Cisedune
(Kompas 2 Juli 1993). Saat itu jumiah seluruh perusahaan di wiluyah
Tangerang terhitung 154 industri terbentang mulai dari Serpong hingya
Teluk Naga. Dengan demikian sebagian besar indutri tersebut mencemari
lingkungan.

Kasus lain terjadi di Jawa Tengah. Walikota Pekalongan mengakui
bahwa beberapa tahun terakhir ini terutama pada musim kemarau, air sungai
Pekalongan dan Kalibanger berubah wamanya akibat pencemaran limbah
industn yang ada di wilayahnya, baik yang diakibatkan oleh industri besar
maupun industri rumah tangga. Pemda mengalami kesulitan untuk mengatasi
pencemaran itu (Suara Merdeka Juli 1993).

Menurut Sckretaris Tim Koordinasi Pengendalian dan Pencemaran
Lingkungan Hidup (TKPZLH) Kodia Pekalongan, limbah industri teksti]
tersebut memang mengandung biological oxvgen demand (BOD) dan
Chemical oxygen demand ( COD) yang sangat tinggi dan dapat merusak
lingkungan. Untuk mengatasi hal itu perlu adanya proses pengolahan limbah
melaui Unit Pengolahan Limbah { UPL).

Untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan, Pemerintah Kodia
Pekalongan telah menerapkan Prokasih, namun belum semua perusahaan
yang membuang limbahnya ke sungai terscbut membuat Unit Pengolah
Limbah (masih ada 6 perusahasn yang belum membuatnya). Pemerintah
mengalami kesulitan untuk mengambi] tindakan kepada enam perusahaan
tersebut, karena di satu sisi menimbulkan kerusakan lingkungan dan di sisi
lain pemenntah daerah tidak ingin banyak industri ditulup gara-gara
pencemaran. Selain itu, apabila terlampau ketat dalam masalah lingkungan.
maka para investor akan lari ke wilayah lain yang tidak begitu ketat.
sehingga target penerimaan anggaran tidak tercapai. Karena itu untuk
mencapat target tersebut mereka perlu diberikan kemudahan-kemudahan dan
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fasilitas-fasilitas. Pemikiran dentikian sangat keliru, karena sitatnya sekworal

yakni hanya ingin mencapai target di bidang industri, yang berakibat

merugikan di bidang kesehatan atau kesejahteraan masyarakal.

Tingkat kesadaran dari masyarakat, para pengusaha, maupun aparat
pemerintah akan penlingnya pencegahan pencemaran dalam rangka
pelestanan lingkungan hidup belumiah memadai. Sclain dibuktikan dengan
fakta i atas, juga lampak dari adanya perusahaan-pcrusahaan yang sudah
mempunyai instalasi/unit pengolah limbah sering melakukan by pass dalam
membuang limbah ke sungai, sehingga unil pengelah limbah yang ada tidak
dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, aparat pemerintzh bery
bertindak apabila sudah tejadi pencemaran sungai, sumur, sawah, dan
sebagainya.

Di samping hambatan-hambatan tersebut di atas, ada kejanggalan-
kejanggalan yang discbabkan karena kurang sempumanya peraturan,
misalnya:

a. Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air, yang berbunyi: Ayat (1) Pembuangan air
Iimbah cair ke dalam air dilakukan dengan izin yang diberikan oleh
Gubermmur’/KDH Tingkat I; Ayat {2) 1zin sebagaimana dimaksud dalam
Aayat {1) dicantumkan dalam izin ordonansi gangguan. Ketentuan ini
mengandung kejanggalan atau kelemahan, karena menurut Pasal 1 Avyat
(3} HO  vyang berwenang memberikan imin H.O.  adalah
Bupati'Walikotamadya KDH Tingkat I (kecuali DKI lakarta yang
merupakan  wewenang  Gubernur). Karena it mienjadi  persoalan,
bagaimana prosedure pencaniuman izin pembuangan limbah cair, vang
merupakan wewenang Gubernur, ke dalam izin HO. yang menjadi
wewenang dari Bupati/Walikotamadya:

b. Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1990 sanksi
lerhadap pelanggaran Pasal 17, 19, 20, dan 32 dikenakan tidakan
admimstratif oleh Bupan/Walikotamadya bukan oleh Gubernur sebagai
instanst memberi izin pembuangan limbah cair;

¢. Kejanggalan stupun terlihat pada Keputusan Gubernur/KDH Tingkat |
Jateng No. 660.1726/199%0 tentang Baku Muw Limbah Cair, yang
menyeebutkan bahwa pembuangan limbah cair ke dalam air dilakukan
dengan izin yang diberikan oleh Gubernur/KDH Tingkat I, yang harus
dicantumkan dalam izin H.Q.

Permasalahan di atas menimbulkan kerancuan baik dalam prosedur
maupun pemberian 1zin. karena di satu pihak pemberian ini adalah
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wewenang gubernur sedangkan di pihak lain hal i menjadi wewenany
Walikotamadya/Bupati, Dengan demikian  upava pencesahan melalut
penizinan ini akan mengalami kendala,

VI. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN

L ]

Penegakan hukum yntuk mencegah pencemaran dapat digunakan
dengan  cara: enforcement Strategy, compliance steas o1 Imcngaunakan
keduanya sekaligus (Hamid, 1992 305, Strategi esporcement adalah suary
sirategl penegakan hukwn  secara tegas, tanpa pandang bulu. Semus
pelanggaran atau kejahatan harus ditindak tegas menurat hukum sang
berlaku. Penegakan hukum menurut cara inj dilakukan tanpa mengenal
kompromi dan negosiasi.

Hukum lingkungan Indonesia mengandung Nzl macam instrumen
hukum, vaitu dalary hukum pidana, hokum perdata, dan hakum tata usah.
negara (hukum administrasi negara). Instrumen hukum pidana, misalnvy
dapat dilihat pada ketentuan schagai bertkut:

Pasal 41 Ayat {1} L't! No. 23 Tahun 1997, yvang menvebutkan:

{1} Barang siapa vaog sccara melawan hukum dengan sengajs melakukan porhuatan
vang  metgakibatkan  pencemaran danatan perssakan lngkuegan hidug.
diancam dengan pidana penjara paling lamma 10 sepuluh ) whin dun derds paliny
banvak Rp. 500 00006, [lema ratus juia coupialet

(2} Ika nndak pidana schbagaimana dimaksud pada Aval 11 mengakibatkan ooy
mall atay liuka berat, pelaku tindak pidana drancam pedana peojara pabing lama
15 tahun dan denda paling banyak Rp. 7500.000,008 - {tajuh cabws [una poaluh wats
ruprab}.

Pasal 42 Ayat (1) UL No, 23 Tahun 1997 menyebutkan:

(1) Barang siaps  yang  karena kealpaannys  melakukan perbuatzn yvany
menzakibatkun pencemaran dansatau perusakan lingkungan bidup, dianean;
dengan pidana pemjara paling lama 3 tahun Jan denda palie Banyak Rp
][J'U.U(Jiil.[}ﬂu.-(su:'alusjuta rupiahy),

(2] Jika tindak piduna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibathan arung
mati atau luka berarpelaky tindak pidana diancam pudans pabing lamy 5 tahun
alau denda pedana paling banyuk Rp. 150000000~ (seratus hma pulub uta
tupiah].

Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 21 Avat (1) UU No. 5 Tahun 1984 menvatakian

Diancam dengan pidana penjara selama-lamanva 1t tahun atau denda
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sehanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- barang siapa denpan  sengaja
melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajibannya  melaksanakan
upaya keseimbangan dan kelestarian sumber dava alam  atau upava
pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan
akibat kegiatan [ndustri yang dilakukannya. Pasal 27 Avat {2) {0o. Pasal 2]
Aval {1} menyatakan: Mancam dengan pidana kurungan sclama-lamanya |
tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.- bila perbuaran
nidana tersebut diatas terjadi karena kelalaian terdakwa,

Instrumen adiministratif atau tata usaha negara dan instrumen huakum
perdata  dilakukan  dengan  jalan  melakukan penutupan  perusahaan,
pencabutan 1zin usaba. larangan sementara menjalankan Kegiatan, atau
pembebanan gann rugi. Hal im dapat dilibat pada ketentuan sebaga benkut:

Pasal 27 1JU No.23 Tahun 1997:

{1y Pelanggaran tertentu dapat dijatuu saks: berupa pencabutan izim wsaba Jan utau
kegiatar.

{2) Kepala daerah dapat mengajukan wsul unmk mencahot e usaha sdan atag
kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

{3) Pihak yang berkepentingan dapal mengajukan permohonan kepada pejaban vany
berwenang untuk mencabut izin usaha dan ataw kepiatan karena merupikan
kepentinpannya.

Pelaksanaan atau penggunaan hukum instrumen admunistratit,  sccara
definitif dilakukan setelah adanya bukt kesalahan terdakwa olch pongadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukurm.

[nstrumen hukum perdata, misalnya, terlibat pada Pasal 34 L0 No
23 Tahun 1997, vang menvebutkan:

(1} Seuap perbuatan melangpar hukom berupa pencemaran  dan atau perosakan
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lnpkuegiul
hidup,mewajibkan penangruny fawab uszha dan atau kegiatan antuk maemhbayvar
gant rugi dan atau melakukan nodakan terfenta.

(2} Selain pembebanan untik melakukan tindakan rertetitn sebaganmana dumaksud
pada ayat {!}.hakin dapatl menetapkan pembavaran vang paksa atas schiap hun
keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut

Ketiga mstrumen tersebut menunjukan bahwa amasalah kerusakan

lingkungan bukan semata-mata masalah kerugian {perdata) melankan juga
menyangkut aspek admimstrasi negara dan pidana. Karena ity poscs

2380



PERIZINAN SERAGAT 4LAT
PENGENDALIAN PENCEMARAN OLEI FIME AH INDUSTRY

penegakan lingkungan dapat diterapkan ketiga instrumen tersebut. haik
sekaligus maupun sendiri-sendiri.

Strategi compliance adalah strategi  pencgakkan  hukum vang
memandang bahwa vang lebih utama adalah mengupavakan agar semia
ketentuan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemeliharaan  dan
pelestanan lingkungan hidup, ditaati oleh masyarakal. Dalam melakukan
strategi ini, dalam praktik, penegak hukum sering melakukan kegratan
negosiasi dengan pihak-pihak terkait,

Dibandingkan dengan strategi compliance. starteg] enforcement ehih
efektif dalam menangani kelertarian fungsi lingkungan dengan dukunuan
dari aparat yang profesional, data, dan informasi vang lengkap, Meskipun
demnikian penanganan kelestarian funsgi lngkungan sangar efektif, apabila
digunakan kedua strategi tersebut sekaligus. Hal ini sclain masyarakat drgjar
bernegostasi untuk melakukan penanganan tersebut, juga apabila negosias
itu tidak berhasil, aparat dapat melakukan strategi pencgakan hukum sccara
paksa, sehingga penanganan itu menjadi lebih optimal.

VIL KESIMPULAN

Dani uraian di atas, dapat penulis menyimpulkan sebagai berikut:

l. Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat mengutamakan
pencegahan dibandingkan dengan penindakan.

2. Sistem perijinan merupakan Jantung sistern pengendalian, terutuma
pencegahan pencemaran yang menitik beratkan pada aspek preventip.

3. Dalam praktik lembaga perijinan belum dilaksanakan secara maksomal
digunakan sebagai alat pengendali pencemaran, mengingal ada
kelemahan baik dari aspek peraturan maupun penegakan hukumnya.

4. Pelaksanaan perizinan yang berdampak pencemaran, termasuk akibat
limbah industri, dapat dilakukan pengendalian melalui Uga instrumien,
yakni hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.
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